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Sejarah UU Ketenagalistrikan-1

UU No. 15 Tahun
1985 Tentang

Ketenagalistrikan

UU No. 20 Tahun
2002 Tentang

Ketenagalistrikan

UU No. 30 Tahun
2009 Tentang

Ketenagalistrikan

UU Dibatalkan Oleh MK, Perkara
No. 001-021-022/PUU-I/2003

Uji Materiil Perkara No. 149/PUU-VII/2009 
 Permohonan ditolak seluruhnya

Uji Materiil Perkara No. 17/PUU-XIV/2016 
 Permohonan ditolak seluruhnya

Uji Materiil Perkara No. 106/PUU-XI/2013 
 Permohonan ditolak seluruhnya

Uji Materiil Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 
 Permohonan dikabulkan sebagian



Sejarah UU Ketenagalistrikan-2 (Era Cipta Kerja)

UU No. 11 Tahun
2000 Tentang

Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 

(PERPPU) No. 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja.

UU No. 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Uji Materiil Perkara No. 39/PUU-XXI/2023 
 Permohonan dikabulkan sebagian

Uji Formil Perkara No. 
91/PUU-XVIII/2020 
 Inkonstitusional

Bersyarat

Uji Formil PERPPU  Permohonan ditolak
seluruhnya karena kehilangan objek



Yang di Uji Pada Subklaster Ketenagalistrikan-1
Yang dimohonkanIsi PasalPasal yang di Uji

“Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional disusun berdasarkan kebijakan
energi nasional dan ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR 
RI

Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional 
disusun berdasarkan kebijakan energi nasional 
dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7 ayat (1) dalam
Pasal 42 angka 5 UU 
6/2023

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 10 ayat (2) dalam
Pasal 42 angka 6 UU 
6/2023

• Frasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
 hanya merujuk kepada PT PLN 
(Persero)

• Frasa badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, koperasi, dan swadaya
Masyarakat  dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan
Tenaga Listrik.

Pasal 11 ayat (1)
dalam Pasal 42 angka
7 UU 6/2023



Yang di Uji Pada Subklaster Ketenagalistrikan-2
Yang dimohonkanIsi PasalPasal yang di Uji

Pemaknaan penjualan kelebihan tenaga
Listrik merujuk kepada “penjualan
kelebihan tenaga listrik hanya dapat
dilakukan di daerah yang belum tersedia
dan tidak kelebihan listrik”. 

Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan 
tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi 
kepentingan umum setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23 ayat (2) dalam
Pasal 42 angka 15 UU 
6/2023

Frasa “sewa jaringan”dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat

Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan
Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip
usaha yang sehat.

Pasal 33 dalam Pasal 
42 angka 23 UU 
6/2023



Pertimbangan Mahkamah

Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukum putusan perkara No. 39/PUU-XXI/2023 berkali-
kali menekankan bahwa Tenaga Listrik adalah Cabang-Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara 
dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dan oleh karenanya wajib di kuasai Oleh Negara.

=
TENAGA LISTRIK ADALAH PERWUJUDAN UUD NRI 1945 PASAL 33 AYAT (2)



Amar Putusan-2

Mahkamah Memutuskan: 

“Bila sebelumnya RUKN hanya perlu
berkonsultasi dengan DPR RI, maka pada 

Putusan MK Perkara No. 39/PUU-XXI/2023, 
RUKN wajib mendapat pertimbangan DPR RI”



Amar Putusan-3

Mahkamah Memutuskan Pasal 10 Ayat (2): 
“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”

Pasal 10 Ayat (1): 
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
a. Pembangkit tenaga Listrik;
b. Transmisi tenaga Listrik
c. Distribusi tenagalistrik; dan/atau
d. Penjualan tenagalistrik



Amar Putusan-5

Permohonan terkait kata “dapat” pada Pasal 23 Ayat (2) dinyatakan tidak dapat
diterima, bila melihat pada pertimbangan Mahkamah dinyatakan kabur (obscuur), 

sehingga bisa di ajukkan kembali pada lain kesempatan dengan penjelasan yang lebih
clear dan disertai bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dikemudian hari.



Tambahan lain-1 (Pasal 11 Ayat (1))
Mahkamah memang telah menolak permohonan pada Pasal 11 Ayat (1) yang dinyatakan bahwa Mahkamah belum
melihat urgensitas dan melihat pada jangka Panjang bisa menyulitkan pemenuhan tenaga listrik bagi masyarakat
umum, tetapi Mahkamah tidak membatalkan putusan MK Perkara No. 111/PUU-XIII/2015. Sehingga pengaturan
peran Swasta, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam ketenagalistrikan wajib dikuasai oleh Negara



Tambahan lain-1 (Pasal 11 Ayat (1))

Apakah ini berarti Mahkamah anti terhadap peran Swasta?? 
Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan MH 

Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 telah membuat guideline 
bagaimana partisipasi semua pihak dalam Ketenagalistrikan

Nasional. 

Guideline peran swasta:
1. Perusahaan Swasta nasional atau asing di ajak

Kerjasama oleh BUMN.
2. Bentuk kerjasamanya terdiri dari:

• Kemitraan
• Penyertaan Modal
• Pinjaman modal
• Dll (selama tidak dalam bentuk pengelolaan usaha

tenaga Listrik)



Tambahan lain-2 (Pasal 33)

Mahkamah juga telah menolak permohonan pada Pasal 33 terkait dengan Sewa Jaringan, tetapi bila kita melihat
pertimbangan hukumnya, maka Mahkamah hanya berkutat pada peran negara dalam menerapkan harga jual dan 
teknis sewa jaringannya saja, tetapi tidak menggali lebih jauh kapada adanya percampuraadukan atas asset-asset 

milik negara kepada penyediaan Listrik untuk kepentingan sendiri dan penyediaan Listrik untuk kepentingan umum.



Data Tambahan

Uraian 2020 2021 2022 2023
Persentase Swasta menjual Listrik ke PLN 30,14% 36,79% 40,15% 43,10%
Penjualan Listrik Swasta Ke PLN (Rupiah) 96,25 T 103,55 T 130,23 T 154,83 T
Persentase PLN menghasilkan Listrik 69,86% 63,21% 59,85% 56,90%
Biaya produksi PLN (Rupiah) 98,74 T 101,12 T 104,06 T 119,62 T
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Penutup

“KAMI SIAP MENGAWAL PUTUSAN MK!!!”



THANK YOU


